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:    a.    Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana

;ae#
anggaran  yang  telah  altel:apkan  aalam  Anggaran
Nagari, karena adanya perubahan pendapatan, belanja
dilakukan   perubahan   Anggaran   Pendapatan   dan

aparan  dan  Belanja
n pembiayaan, perlu
anja   Nagari   Tahun

Anggaran 2021;
b.    Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dirnatsud  dalam  huruf  a,

a::I:eT::ieafaNpafa:,P,epr-aAt;E#a:aari;ri::::#e::bna2:n2f;nggaranpendapatan

1.    Undang -Undang Nomor  12 Tahun  1956 tentang Pembentukan  Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran   Negara   Republlk   lndonesla   Tahun   1956   Nomor   25)   jis
Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun  1957 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun  1957  Nomor  77)  jo Undang-Undang Nomor 58  Tahun
1958  (Lembaran  Negara  Ropublik  Indonesia  T2hun  1958  Nomor  108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

RaeEEbT:krs,inhdgn=spae!:iudnaT9¥:rR:si.d.a;5r#mtLsaT:n(EeeE:Baarraann#:g:::
Republik Indonesia Nomor 3851);

3.    Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional [Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan LelTibaran
Negara Nomor 3952);

4.    Undang-undang Nomor 33 Tahun  2004 tentang Perimbangan  Keuangan
Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5.    Undang-Undang   Nomor   28   Tahun   2009   tentang   Pajak   Daerah   dan
RetrlbusI  Daerah  [Lembaran   Negara  Republlk  II]donesla  Tahun  2009
Nomor  130,  Tambahan   Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5049);

6.    Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014 tentang Desa  (Lembaran  Negara
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

7.    Undang-Undang  Nomor  2   Tahun   2020   tentang  Penetapan   Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang
Kebijakan   Keuangan   Negara   dan   Stabilitosi   Sistem   I(euangan   untuk
Penanganan  Pandemi  Corona Virus  Disease  2019  (COVID-19)  dan/atau
dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;



8.    Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negal`a Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4575);

9.    Peraturan   Pemerintah   Nomor  58  Tahun   2005  Tentang   Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005
Nomor  140,  Tambahan   Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4578);

10. Peraturan   Pemerintah   Nomor   58   Tahun   2005   Tentang   Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005
Nomor  140,  Tambahan  Lembaran  Negara  Repub]ik  Indonesia  Nomor
4578);

11. Peraturan    Pemerintali    Nomor    79    Tahun    2005    tentang    Pedoman
Pembinaan   dan   Pengawasan   Penyelenggaraan   Pemerintahan   Daerah
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2005    Nomor    165,
Tambahan Lembaran Negara Republlk lndunesla Nomur 4594);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan  Kinerja  lnstansi  Pemerintah  (Lembaran  Negara Republik Indonesia
tahun 2006 Nomor 25, Tambahan  Lembaran Negara Repub]ik Indonesia
Nomor 4614);

13. Peraturan    Pemerintah   Nomor   43   Tahun    2014   tentang   Peraturan
Pelaksanaan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2014   tentang   Desa
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan   Peraturan
Pemerintah   Nomor   11   Tahun   2019   tentang   Perubahan   Kedua   atas
Peraturan   Pemerintah    Nomor   43    Tahun   2014   tentang   Peraturan
Pelaksanaan   Undang-   Undang   Nomor   6   Tahun   2014   tentang   Desa
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor 60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang
bergumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara   Republik  Indonesia   Nomor   5558)   sebagaimana  telah   diubah
beberapa  kali  terakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);

16. Pel`a[uran   Men[erl   Dalam   Negerl   Nomor   114   Tahun   2014   tcntang
Pedoman  Pembangunan  Desa  (Berita  Negara  Repubik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusaywaratan  Desa  (Berita  Negara  Repubik  Indonesia  Tahun  2017
Nomor89);

18.Peraturan   Menteri   Dalam   Negerl   Nomor   20   Tahun   2018   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2018 Nomor 611);

19. Peraturan     Menteri     Desa,     Pembangunan     Daerah    Tertinggal     dan
Transmlgl.asl    Republlk   lndonesla   Nomor    16   Tahun    2019   tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tal]un 2019 Nomor
1203);

20. Peraturan     Menteri     I)esa,     Pembangunan     Daerah    Tertinggal     dan
Transmlgrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan  Dana  Desa Tahun  2021  (Berita Negara  Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1035);

21. Peraturan     Menteri     Desa,     Pembangunan     Daerah     Tertinggal     dan
Transmigrasi    Republik   Indonesia   Nomor   21   Tahun   2020   tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berlta Negara Republk lndonesla Tahun 2020 Nomor 1633);



22. Peraturan     Menteri     Keuangan    Nomor    222/PMK.07/2020     tentang
Pengelolaan  Dana  Desa  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun  2020
Nomor 1641);

23. Peraturan     Menteri     Keuangan     Nomor     17/PMK.07/2021     tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah DD Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka
Pandemi  Covid-19  dan  Dampaknya  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2021 Nomor 149);

24. Peraturan   Daerah   Kabupaten   Pesisir  Selatan   Nomor  2     Tahun   2016
tentang Nagari;

25. Peraturan    Lembaga    Kebijakan    Pengadaan    Barang/Jasa    Pemerintah
Nomor   12   Tahun   2019   tentang   Pedoman   Penyusunan   Tata   Cara
F'engadaan Barang/|asa di Desa;

26. Peraturan   Bupati    Pesisir   Selatan   Nomor   40   Tahun   2019   Tentang
Penghasilan  Tetap  dan  Tunjangan  Wali  Nagari,  Perangkat  Nagari  serta
Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;

27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar
Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;

28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pembagian   dan    Penetapan    Rincian    Dana   Nagari   setiap   Nagari   di
Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

29. Peraturan  Bupati  Pesisir Selatan  Nomor 4 Tahun  2021  tentang Tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

30. Peraturan  Bupati Pesisir Selatan  Nomor 5 Tahun  2021  ten fang Tentang
Tata   Cara   Pembaglan  dan   Penetapan   Bagi   Hasil  Pajak  dan  Retribusi
Daerah  setiap  Nagari  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah Kabul)aten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

31. Peraturan    Bupati    Pesisir   Selatan    Nomor    17    Tahun    2021   tentang
Perubahan  Kedua atas  Peraturan  Bupati  Pesisir Selatan  Nomor 4 Tahun
2021 Tentang Tata Cara  Pembagian dan  Penetapan Alokasi Dana Nagari
Yang  Bersumber dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daeran  Tahun
Anggaran 2 021;

32. Peraturan Bupati pesisir selatan Nomor     Tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan  Bupati  Pesisir Selatan  Nomor 5  Tahun  2021  tentang Tentang
Tata   Cara   Pembagian  dan   Penetapan   Bagi   Hasil  Pajak  dan  Retribusi
Daerah  setiap  Nagari  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

33. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;

34. Peraturan   Nagari   Sindang   Lunang   Nomor   01   Tahun   2019   Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;

35. Peraturan   Nagari   Sindang   Lunang   Nomor   06   Tahun   2020   Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

36. Peraturan   Nagari   Sindang   Lunang   Nomor   01   Tahun   2021   Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021;

37. Peraturan   Nagari   Sindang   Lunang   Nomor   04   Tahun   2021   Tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;



Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGAR[ S[NDANG LUNANG

Dan
WALI NAGARI SINDANG LUNANG

MEMUTUSRAN :

Menetapkan         :     PERATURAI\I   NAGARI   TENTANG   PERUBAIIAN  ANGGARAN   PENDAPATAN
DAN BELAN|A NAGARI SINI)ANG LUNANG TAHUN ANGGARAN ZOZO.

Pasal 1
Anggaran     Pendapatan     dan     Belanja     Nagari     Tahun     Anggaran     2021     semula     beliumlah
Rp.1,246.315.500,00 .Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh EnamJuta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Lima
Ratus Rupiah, beTlmimng se}unda\h E\p. 4A86.066.00 (Empat ]uta Empat Ratus Delapan Puluh Enam
Ri.bu Enam PuJuh Enam Rupi.aJ] ) sehingga menjadi Rp. 1.241.829.434,00  ( Sam Mi./yar Duo Ratus
Empat Puluh Satu  Delapan  Ratus  Dua  Puluh Sembilan  Ribu  Empat Ratus Tiga  Puluh  Empat Rupiah )
dengan rincian sebagai berikut!

1.   Pendapatan Nagari
a.    Semula
b.    Bertambah/ (Berkurang)

)umlah pendapata n sete]ah perubahan

2.   Belanja Nagari
a.     Semula

b.    Bertambah/ (Berkurang)

Jumlah belanja setelah perubahan
Surplu s/ (Defisit) setelah perLlballa n

3.   Pembiayaan Nagrri
3.1 Penerimaan Pembiayaan

a.    Semula

b.    Bertambzih/ (Berkurang)

|umlah p enerimaan setelah pembahan

3.2 Pengeluaran Pemblayann
a.    Semula
b.    Bertambah/ (Berkurang)

Selislh Pemblayaan sete]ah pen]bahan (a-b)

Rp.               1.246.315.500,00

Rp.                   (4.48 6.0 66, 0 0)

Rp.          1.2 41.82 9.434,00

Rp.              1.248.480.450,19

Rp.                    (4.486.066,00)

Rp.               1.243.994.384,19
Rp.                (Z.164.950,19)

Rp.                        2.164.950,19

Rp.                                          0,00

Rp.                   2.164.950,19

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal
1 tercantum dalam I,ampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3
Wall Nagari menetapkan Peraturan Wall Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Nagari



Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Perat,uran Nagari ini dengan
penempatannya dalam Berita Nagari Sindang Lunang.

Diundangkan di : Sindang Lunang


